Salinan

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/949/Kep/413.013/2005

TENTANG

PERUBAHAN KELUA KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/307/Kep/413.013/2003
TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

bahwa sehubungan dengan meningkatnya beban kerja
dibidang kepegawaian khususnya terhadap penataan
pegawai baik mutasi, promosi guna menduduki jabatan
struktural serta pelayanan proses kenaikan pangkat
Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil, maka guna
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dimaksud perlu
mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor
188/307/Kep/413.013/2003 sebagaimana telah diubah
pertama dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor
188/716/Kep/413.013/2005 dan menetapkan kembali
dalam Keputusan Bupati.

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian Daerah ;

3. Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagal Daerah Otonom ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawal Negeri Sipil ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah ; A

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan

Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan
Pertangqgungjawaban serta Pengawasan Keuangan

Daerah ;



Menetapkan,
PERTAMA
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 tahun
2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15
2004 tentang Anggaran pPendapatan dan Be
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2005

MEMUTUSKAN:
Mengubah Keputusan Bupati Lamongan

188/307/Kep/413.013/2003, sebagal berikut
- Diktum KEENAM, diubah dan harus dibaca

Tahun
lanja

Nomor

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud diktum KETIGA Keputusan ini,
Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (Baperijakat) Pemerintah

Kabupaten Lamongan diberikan honorarium
setiap bulan yang besarnya ditetapkan

sebagai berikut
a. Pembina I, sebesar Rp. 325.000,00
b. Pembina II, sebesar Rp. 300.000,00

c. Ketua merangkap Anggota, sebesar Rp.

275.000,00

d. Sekretaris bukan merangkap Anggota,

sebesar Rp. 250.000,00
e. Anggota, sebesar Rp. 250.000,00

\

- Lampiran Keputusan Bupati, Nomor urut 3, kolom 3
angka 4 yang semula berbunyi Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Lamongan diubah dan harus dibaca Asisten
Praja Sekda Kabupaten Lamongan

Tata

Keputusan ini mulai perlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan

pada Tanggal : 14 Nopember 2005

BUPATI LAMONGAN
MASFUK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr.

2. Sdr.
3. Sdr.
4. Sdr.
(::) Sdr.
6. Sdr.
7. Sdr.
8. Sdr.

Menteri Dalam Negeri
di Jakarta;
Kepala BKN di Jakarta

é b 5 " aslinya
ubernur Jawa Tilmur An. BUPATI LAMONGAN

di Surabaya
Ketua DPRD Kabupaten ASISTEN TATA PRAJA

Lamongan Ub.

Kepala Badan Pengawas E?AG AN HUKUM
Kabupaten Lamongan ; ‘ ~ A

Kepala Badan

Kepegawaian Daerah

Kabupaten Lamongan ;
Kepala Bagian  Umum

Setda Kabupaten ,PéMbina
Lamongan ; T {ﬂéio 170 358
Tim Baperjakat gy g

dimaksud.

Salinan sesuai dengan
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BUPATI LAMONGAN

Salinan

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ 716 /Kep/413.013/2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/307/Kep/413.013/2003
TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)

i

Meninfpang

Menginéat

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

pahwa sehubungan dengan meningkatnya beban kerja
dibidang kepegawaian khususnya terhadap penataan
pegawai baik mutasi, promosi guna menduduki jabatan
struktural serta pelayanan Pproses kenaikan pangkat
pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil, maka guna
kelancaran pelaksanaan tugas—-tugas dimaksud
dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan
Nomor 188/307/Kep/413.013/2003 dengan menetapkan
dalam Keputusan Bupati.

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur ; '

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perupahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

* Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil :

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawail Negeri -Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2002 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah ;

9. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Tunjangan Jabatan Struktural ; -

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan
Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan
Daerah ;



KEDUA

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 tahun
2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

" Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 3 tahun

2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
.Ganti Rugi-Keuangan dan Barang Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 tahun

2002 tentang Organisasi

dan Tata

‘kerja Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.

"‘ M\gnumusxan:

Mene£apkan, \
PERTAMA
Lamongan N6hor

berikut : Y
‘ - Dalam melajisanakan
Diktum KETI
Jabatan dan \Kepangkatan

tugas
Keputusan ini,
(Baperjakat)
Kabupaten Lamongan diberikan

Mengubah letum KEENAM dan Lampiran Keputusan Bupati
188/307/Kep/413.013/2003,

sebagai

sebagaimana dimaksud
Badan Pertimbangan
Pemerintah

honorarium setiap

bulan yang beshrnya ditetapkan :

. Pembina I, sebesar Rp.

. Ketua Merangkap Anggota,

0 0o

150.000,00

. Sekretaris Bukan Merangkap Anggota,

‘ 225.000, 00
. Pembina II, sebesar Rp. 200.000,00

175.000,00
sebesar Rp.

sebesar Rp.

Te. Anggota, sebesar Rp. 150.000,00

. - Nomor urut 5, kolom 3,
, Keputusan Bupati, yang

angka urut 4,
semula
. . Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Lamongan,

lampiran
berbunyi Kepala
diubah

! dan harus dibaca Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan.

- Ditetapkan di
Pada Tanggal

Py.

Keputusan ini mulai beflaku pada tanggal ditetapkan.

: Lamongan
22 Juli 2005

BUPATI LAMONGAN
Ttd,

AGUS SYAMSUDDIN

1‘

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di

Jakarta ;

2. Sdr. Kepala BKN di Jakarta ;

3. 8dr. Gubernur Jawa Timur =~ di
Surabaya

4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan

5. Sdr. Kepala Badan Pengawas
Kabupaten Lamongan ;

6. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Lamongan ; ,

7. Sdr. Kepala Bagian Umum Setda

Kabupaten Lamongan ;
8. Sdr. Tim Baperjakat dimaksud.

Salinan sesuai dengan asllnya
An. Pj. BUPATI LAMONGAN
ASISTEN TATA PRAJA

oo Ub.
e _KEPALA_BAGIAN HUKUM




SALINAN

BUPATI LAMONGAN -

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/307/Kep/413.013/2003

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang

Mengingat

BUPAT!I LAMONGAN,

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraluran Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan
Kepegaweian Deereh Ksbupaten Lamongan dan telah terisinye pejabat
definitif dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002
tentang Pengangkatan Pegawei Negeri Sipi delam Jabatan Struklura serta
untuk menjamin kuditas -dan obyekdifitas dfam pembinaan kerier Pegawal
Negeri Sipi dalam dan dari jabatan strukturd, maka dipandang peru meninjau
Keputusan Bupali Lamongan Nomor 183/1400/Kep./410.012/2001 Jo.
Keputusan Bupali Lamongan Nomor 188/634/Kepr413.013/2002 dquan
menetapkan kembdi dalam Kepu'usan Bupati. ‘

1, Undang-undang Nomor 12 Tehun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dilingkungan Propins! Jawa Timur ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerinlah Nomor 25 Nomor 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

4 Undang-Undang Nomor 43 Tehun 1999 tentang Perubahan ates Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagei Daerah Otonom;

6. Peraluran’ Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 lentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah ; ' B

7. Peraluran Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang
Pengangkalan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipl ,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan

- Pegawai Negeri Sipl sebagaimana ltelah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;

9. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan
Strukturd ; . :

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 10 Tahun 2002 tentang
Organisasi dap Tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kaebupaten
Lamongan ; : '

11. Peraturan Daerah Kabupalen Lamongan Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Oaerah Kabupaten
Lamongan ; ,

42. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tehun 2002 tentang
Tuntutan Perbendaharasn dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
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Menetapkan,

PERTANMA

KEDUA

va QA'I’

KELAA

. . MEMUTUSKAN :

Membeniuk dadan Perlimbangan Jatalan can .'\;pa'\saatan \Sapeijakal}
Pemerintah  Kabupelen Lamongan daengen susunan keanggotean
sebagaimana tersebut pade Lampiran Kepiuzanini

gadan Ferumbatugan Jabatan dan Kepanoka!an {Baparjgkat) sebegaimana
dimeksuc diktu~ PERTAMA  Ksziiusen 'ni, diieizokan delam ur“"" sari
Juna menjamin chyekliftas dan kepastian daam cangambian r(epulusan.

Radan Perfimbangan Jabatan Gan Kepangkalan [Saperiakall sshegaimana

amarsul dAlan PERTAMA Hoputusan b, Mémpuiiyal igas pokon

memberikan pertimbangan kepaaa supaii Larnongai daarm fia |

a. Menzangkal memindahkar dan memberhentan Ds-;,awai Negsd Sio
ddam dan dar: Jabalzn struviurd Esaicn i, b \.an IV jajaran PFemeninian
Kabupaten Lamongan ,

9 Memberkan xenaken pan ngkat olihan kepach egawa: Negeri S!p! /
rarena mendudukt jabatan siru ?tu:e! /

¢. Memberixan xenaikan pangkat piihar xepada Pegawei Neger: Sl yar,{.
menunitkkan orestasi kerja luer biasa baiknya ;

C. Mertlerkan xenakan pancka! plihen kapsda Pegawal Negeri Sipi raug
rreneémukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara ; :

Memterken perpaniangen bates usia pensiun bagi Pegawal Ne"e" Sip?

yeng marduduki Jabaten Eselon M.

{. Meaotrikan hasi pelaksznaan lugas can t-anggung]awabnw reLada

( B-.zra!e Lamongan.

Guna lertt admimnisrasi 3en kelanceran pelaksanaan. wugas daserjarai
sevagaimana dmaksud dilum neDLA  KeouluSan i1 OSfie QAL
hatnal sebagal barkut '

a. Bace: Perimdangan Jahan Jan Wepangraisn Boperstal 3 et niah

Kabuvaies Lamongan bersidang ber dasar dan unaangan Ketua

w

_ 0. Sidang Bapsriakat Pemer imah Kapucaten L.amengan dinysiavet 53h

gpatia Cnadil oleh Aews, ssvurRngwrangty2 2 |
dan sexrearis
Apania seoranq enqgota Banenakat Pemerntan Ka‘mpe'ep La2mongen
rarena sesuaty hal lida< capal mengradii sidarg maka keanggdlennya
idak cagcai siwaidkan ,
d. Sewreteris Baperjakat waji - -
1. inefencanskan dan menyispkan bahan 327 mencstel s se'al hag!
sidang ;
2. menyiepken berita acara hast spnao sideng untuk ditancatangani
'\M Kelua, Sekrelaris dan erocota lam yang ! had delam sidary |
3. s3lap hasd sidang aaper,axal dengar. sdampin Beriia A\.ara Wao
. d!aoorkan kepada Bupal Lamongan .uniuk mendepaikan
Ferirmnangan pemrosesan fabih faniut dan oengambian Keptiusan
sengiapannye.

Y o Aran nhqr"
el 3l ar g e JY I

<9

Masa keanggotaan  Badan Pertimbangar  abatat  dan Kepangkatse
\sepenaall pHEag .a.:na 3 {tiga} tehun gar Jaget diangkat Kemoan untuk
masa keanggolaan oerikutnya
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Daam meleksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA
Keputusan ini, Badan Perfimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperiakat),
Pemerintah Kabupaten Lamongan diberikan honorarium sefiap buian yang
besarnya ditetapken sebagai bertkut :

2. Pembina | sebesar Rp. 125.000,00 ;
b. Pembina Il sebesar Rp. 100.000,00 ;
¢. Ketua merangkeap anggola sebesar Rp. 90.000,00;
d  Sekretaris bukan merangkap Anggota sebesar Rp. 75.000,00 ;
e. Anggola sebesar Rp. 75.000,00.

Biaya yang timbul pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Befanla Daerah
Kabupaten Lamongan. :

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupali Lamongan Nomor
188/1400/Kep/413.013/2001 tentang Badan Pertimbangan- Jabatan dan

" Kepangkatan (Baperjakat) Pemenntah Kabupaten Lamongan beserta

perubahannya dinyatakan dicabut dan tidek beriaku iagi.
Z9
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Maret 2003.

Ditetapkan di  : Lamongan
Pada Tangge : 7 Apri 2003

WAKIL BUPATI LAMONGAN
Ttd,
SOETARTO

Sdinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Sdr.  Menteri Dalam Negeri dii Jekarta | A
Sdr.  Kepdaa adan Kepegawaian Negara di .akarta -

Sdr Gubernur Jawa Timur di Surabaya ,

Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;

Yth.

D W =

~

10.

-Sdr.  Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamangan ;

Sdr. Kepada Badan Keuangan dan Barang Daerah

Kabupaten Lamongan ;

Sdr. Kepada  Kepegawaian Daerah  Kebupaten
Lamongan ; :

Sdr. Kepda Bagian Pembangunan Setda Kabupaten
Lamongan ;

Sdr. Kepda Bagian Umum Setda Kabupaten

Lamongan;,
Sdr.  Tim Beperjakat dimaksud.

Salinan sesuai dengan asfinya
An. BUPATI LAMONGAN
ASISTEN TATA PRAJA

Pega{a 'fmg-kat |
bR 'L'i}? 5'10 170 358
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Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomer . 188/307/Kep/413.013/2003
Tangga 7 Apri 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
(BAPERJAKAT) PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Jabatan Dalam Tim

" No. !
s
T’u [
171 TPembina|
f i
. 2. . Pembinali
! !
[
| 4 | Sekreteris
| | anggota
% |
| 5. { Anggota
e
| |
| 1
|

. Ketua Merangkap Anggota

buken  merangkep l Kepela Bidang Pengadaan dan Mutasi pada Badan |

| Waki Bupali Lamongan

! Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

l
:
1
1
|
|
l
|
r

~ T Bupati Lamongan

WM -

4

Keterangan

——— e e e .

Kepegaweian Daerah Kabupaten Lamongan

. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Lamongan ; |
. Kepaa Badan Pengawas Kabupaten Lamongan ;

. Kepda Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Lamongan;

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten ! |
Lamongan. |

[
(]
|
|
|
I
|
|
|
[
|
|
|
i
[

WAKIL BUPATI LAMONGAN -
Tid,
SOETARTO

Sainan sesuai dengen aslinya

BUPATI LAMONGAN



